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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

ditarik simpulan bahwa: 

1. Berdasarkan analisis jawaban responden, value for money terletak 

pada kriteria yang baik dengan skor 84,0%. Kemudian berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara parsial 

value for money berpengaruh tidak signifikan terhadap pengelolaan 

keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo. 

2. Berdasarkan analisis jawaban responden, pengawasan terletak pada 

kriteria yang baik dengan skor 77,7%. Kemudian berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa secara parsial 

pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan 

daerah pemerintah Kabupaten Boalemo. 

3. Berdasarkan analisis jawaban responden, akuntabilitas terletak pada 

kriteria yang sangat baik dengan skor 84,6%. Kemudian berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa secara parsial 

akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan 

daerah pemerintah Kabupaten Boalemo. 

4. Berdasarkan analisis jawaban responden, pengelolaan keuangan 

daerah terletak pada kriteria yang baik dengan skor 84,0%. Kemudian 

berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa 
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secara simultan value for money, pengawasan dan akuntabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah 

pemerintah Kabupaten Boalemo. Hasil ini dibuktikan dengan koefisien 

determinasi sebesar 18,4%. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Hasil value for money yang bernilai positif meskipun tidak signifikan 

sehingga pemerintah Kabupaten Boalemo harus meningkatkan hal-hal 

yang terkait dengan value for money (ekonomi, efisiensi, efektivitas 

dan outcome) dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan tidak menjalankan program yang kurang jelas, kemudian harus 

melakukan penetapan anggaran sesuai dengan kepentingan 

masyarakat publik. 

2. Sebaiknya pemerintah tidak menekan sikap demokrasi dari pengawas  

dalam hal melakukan pengawasan terkait dengan kinerja keuangan 

pemerintah. Misalnya DPRD terus mengawasi program-program 

berserta capaian program tersebut. 

3. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Boalemo terus meningkatkan 

akuntabilitas publik terkait dengan keuangan daerah. Langkah yang 

harus dilakukan yakni dengan memelihara sistem manajemen 

keuangan daerah yang menjadi sebuah objek sistem yang digunakan 
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dalam mengembangkan akuntabilitas pemerintah publik daerah 

Kabupaten Boalemo. 

4. Sebaiknya dalam pengelolaan keuangan perlu untuk ditingkatkan. 

Terutama dalam hal pencapaian anggaran pendapatan asli daerah. 

Langkah yang dapat dilakukan yakni dengan pembangunan yang 

merata agar sumber-sumber PAD dapat dikelola dengan baik. 
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